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Abstract. The increase in the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12% which will be enforced starting
January 2025 is part of the tax reform efforts aimed at increasing state revenues and strengthening the foundation
of national development. It is estimated that this policy can generate additional revenues of up to IDR 150 trillion
per year, which will be used to fulfill strategic sectors such as infrastructure, education, health, and poverty
alleviation programs. However, this policy also raises concerns about its negative impacts, such as decreased
purchasing power, increased inflation, and pressure on the sustainability of micro, small, and medium enterprises
(MSMEs). Therefore, this study aims to examine strategies for strengthening the national economy through a
comprehensive approach, including providing tax incentives to MSMEs, subsidies for basic needs, strengthening
social assistance, and increasing transparency in managing the state budget in order to mitigate the impact of the
policy fairly and sustainably.

Keywords: National economic strategy, Tax reform, Value Added Tax (VAT).

Abstrak. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai
Januari 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan
negara dan memperkuat fondasi pembangunan nasional. Diperkirakan, kebijakan ini dapat menghasilkan
tambahan penerimaan hingga Rp 150 triliun per tahun, yang akan dimanfaatkan untuk mendanai sektor-sektor
strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan. Namun demikian,
kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran atas dampak negatifnya, seperti penurunan daya beli masyarakat,
peningkatan inflasi, serta tekanan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji strategi penguatan ekonomi nasional melalui pendekatan
komprehensif, antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM, subsidi untuk kebutuhan pokok,
penguatan bantuan sosial, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara guna memitigasi
dampak kebijakan secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi penguatan ekonomi, Reformasi perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai.

1. PENDAHULUAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan
diberlakukan mulai Januari 2025 merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung kesejahteraan publik.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat
digunakan untuk memperbaiki layanan publik dan redistribusi pendapatan pajak secara efektif,
sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang
signifikan pada kelompok tertentu (Fitri et al., 2024).

Peningkatan tarif PPN ini telah menimbulkan berbagai tanggapan, baik dukungan
maupun Kritik. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan
prinsip utilitas dalam analisis ekonomi hukum, yang menekankan pada pentingnya hukum

dalam membentuk perilaku ekonomi dan dampak ekonomi dari implementasi hukum (Fitri et

Received: Februari 13, 2025; Revised: Maret 17, 2025; Accepted: April 19, 2025; Published: April 30, 2025


https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20220405401346136
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20220405451351249
https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v4i1.2080
https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jumbiwira
mailto:yessica@stiekasihbangsa.ac.id

Strategi Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Kenaikan Pajak

al., 2024). Namun, ada juga kekhawatiran bahwa kenaikan tarif PPN dapat mengurangi daya
beli masyarakat, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mungkin
menghadapi tantangan ekonomi lebih besar akibat kenaikan harga barang kebutuhan sehari-
hari (Said, 2024).

Dalam konteks internasional, reformasi PPN juga telah dilakukan di berbagai negara
dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan efisiensi pengumpulan
pajak. Misalnya, di Tiongkok, reformasi PPN dilakukan untuk menyelaraskan sistem PPN
dengan prinsip-prinsip internasional dan menghindari efek berantai dari pajak Dbisnis.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa reformasi PPN dapat memberikan dampak positif bagi
pengumpulan pajak pendapatan, meskipun juga memerlukan penyesuaian dari pelaku usaha
(Cheng et al., 2023).

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada
awal tahun 2025 merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat
struktur fiskal dan mengurangi defisit anggaran. Langkah ini diatur dalam Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang
bertujuan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan tambahan
penerimaan ini, pemerintah berharap dapat mendukung pembiayaan pembangunan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga stabilitas
ekonomi nasional di tengah tantangan global. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat
memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian nasional, seperti yang
terlihat dalam penelitian mengenai dampak ekonomi dari kebijakan PPN nol persen pada
ekspor jasa bisnis di Indonesia, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kontraksi sektor dalam
jangka pendek, terdapat manfaat ekonomi nasional jangka panjang yang tercermin dari
peningkatan volume ekspor jasa bisnis, upah riil, terutama untuk tenaga kerja terampil, dan
pendapatan riil (Sanjaya, 2021).

Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kekhawatiran
utama adalah potensi melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa
konsumsi. Hal ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi domestik, yang selama ini
menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor riil, terutama pelaku
usaha kecil dan menengah (UMKM), juga berisiko menghadapi tekanan akibat meningkatnya
biaya produksi dan menurunnya permintaan (Juhro & lyke, 2020).

Kondisi ini diperparah dengan tantangan di pasar tenaga kerja, di mana kebijakan yang
ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja

yang lebih baik (Dong & Manning, 2017). Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk
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meningkatkan penerimaan negara melalui program amnesti pajak, hasilnya belum sepenuhnya
memenuhi target yang diharapkan (Hamilton-Hart & Schulze, 2016). Oleh karena itu,
diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya berhasil
meningkatkan penerimaan negara tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas
fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan beberapa
permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, diperlukan analisis mendalam
mengenai strategi yang efektif untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah implementasi
kebijakan kenaikan pajak ini, mengingat kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi berbagai
sektor ekonomi, termasuk daya beli masyarakat dan aktivitas sektor riil. Kedua, perlu
diidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dari
kenaikan PPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan pelaku
UMKM. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 150
triliun per tahun untuk mendukung pembangunan, tantangan utamanya adalah memastikan
bahwa peningkatan pendapatan tersebut tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan
pertumbuhan sektor usaha. Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif bagaimana
menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan perlindungan ekonomi masyarakat
melalui berbagai program dan kebijakan yang terukur.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai strategi
penguatan ekonomi nasional yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi kebijakan
kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Melalui analisis mendalam, tulisan ini akan
mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan pemerintah untuk
mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dengan
proyeksi tambahan penerimaan hingga Rp 150 triliun per tahun dari kenaikan PPN, perlu ada
kajian tentang bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara efektif untuk program-program
pembangunan sambil tetap mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat. Lebih lanjut,
tulisan ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada keseimbangan antara
upaya peningkatan pendapatan negara dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya

kelompok rentan, melalui berbagai program mitigasi dan insentif yang terukur.


https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20220405401346136
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20220405451351249

Strategi Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Kenaikan Pajak

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji berbagai studi,
data, dan kebijakan yang relevan terkait dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap perekonomian nasional. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap
literatur akademik, laporan pemerintah, dan pengalaman internasional dalam penerapan
kebijakan serupa. Tujuannya adalah untuk memahami dampak positif dan negatif dari kenaikan
PPN, serta mengeksplorasi strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan guna
meminimalkan dampak buruk terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha kecil. Dengan
mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, penelitian ini berupaya memberikan

rekomendasi berbasis bukti yang komprehensif (Santoso et al., 2022).

3. PEMBAHASAN
Dampak Kenaikan Pajak terhadap Ekonomi Nasional
a. Dampak Positif

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 memberikan beberapa dampak
positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Pertama, kebijakan ini diproyeksikan akan
meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 150 triliun per tahun, yang dapat dialokasikan
untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas pendidikan, dan
memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting mengingat
APBN membutuhkan sumber penerimaan yang semakin besar untuk mendukung program
pembangunan nasional. Selain itu, peningkatan tarif PPN ini juga diharapkan dapat
mengurangi defisit anggaran dan menstabilkan kondisi fiskal negara. Kebijakan ini juga dapat
mempengaruhi perilaku konsumen dan investasi bisnis, terutama di sektor industri manufaktur,
perdagangan, dan jasa (Caesaria et al., 2024). Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan
ini termasuk peningkatan biaya administrasi pajak dan dampaknya terhadap bisnis dan
ekonomi, yang memerlukan strategi sosialisasi bertahap dan komitmen politik untuk
mendukung kebijakan ini.

Kedua, penyesuaian tarif PPN ini sejalan dengan standar global dan kawasan ASEAN,
di mana rata-rata tarif PPN dunia mencapai 15%. Dengan kenaikan ini, Indonesia dapat
meningkatkan daya saing fiskalnya di tingkat regional dan global, sekaligus memperkuat posisi
ekonominya dalam persaingan internasional. Langkah ini juga menunjukkan komitmen
Indonesia dalam melakukan reformasi perpajakan yang lebih modern dan selaras dengan
praktik internasional. Reformasi perpajakan ini mencakup perubahan signifikan dalam sistem
pajak, seperti peralihan dari sistem perpajakan global ke sistem perpajakan teritorial, yang

bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Astuti,
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2021). Selain itu, reformasi ini juga mencakup upaya untuk menyesuaikan diri dengan
tantangan ekonomi digital, yang menuntut adanya kerangka kerja perpajakan yang lebih
komprehensif dan efisien (Mahpudin, 2024). Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk menciptakan iklim
investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing (Nuryani et al., 2022).

Ketiga, kenaikan PPN ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pendapatan
negara yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Dengan basis
pemungutan yang lebih luas dan pengendalian yang lebih mudah dibandingkan pajak
penghasilan, PPN dapat menjadi sumber penerimaan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi
negara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memiliki fleksibilitas lebih besar dalam
mengelola kebijakan fiskal dan mendukung program-program pembangunan jangka panjang.

b. Dampak Negatif

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 membawa dampak negatif yang
signifikan terhadap perekonomian nasional. Pertama, kebijakan ini berpotensi memicu
kenaikan inflasi akibat meningkatnya harga barang dan jasa konsumsi. Berdasarkan data
historis, ketika PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, terjadi lonjakan inflasi
hingga mencapai 4,2% (Artiani, 2024). Bahkan sebelum implementasi kebijakan, telah muncul
fenomena pre-emptive inflation dimana pelaku usaha mulai menyesuaikan harga untuk
mempertahankan margin keuntungan (Amaliyah, 2024).

Kedua, penurunan daya beli masyarakat menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan,
terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kelompok menengah menjadi pihak
yang paling terdampak karena tidak mendapatkan bantuan sosial namun tetap dibebani dengan
kenaikan pajak (Sukmasari & Immanuel, 2024). Berdasarkan simulasi, pendapatan masyarakat
diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga Rp64,81 triliun, sementara konsumsi rumah
tangga diperkirakan menurun signifikan hingga Rp40,68 triliun (Amaliyah, 2024).

Ketiga, sektor UMKM dan sektor riil menghadapi tekanan berat akibat kebijakan ini.
UMKM yang menyumbang sekitar 61% produk domestik bruto dan mempekerjakan lebih dari
97% tenaga kerja nasional mengalami peningkatan biaya produksi yang signifikan (Artiani,
2024). Tekanan ini berpotensi mengurangi margin keuntungan dan memaksa pelaku usaha
melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja, moratorium rekrutmen tenaga kerja
baru, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK)[1]. Situasi ini diperparah dengan penurunan
omzet UMKM yang telah mencapai 60% berdasarkan laporan Bank BRI (Amaliyah, 2024).
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Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
a. Kebijakan Fiskal yang Berimbang

Subsidi langsung pada barang dan jasa esensial seperti energi, transportasi publik, dan
bahan pokok merupakan langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini
bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat, terutama bagi kelompok
berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara
keseluruhan. Subsidi ini juga dapat membantu menstabilkan harga barang dan jasa esensial di
pasar, yang pada gilirannya dapat mencegah inflasi yang tidak terkendali dan menjaga stabilitas
ekonomi (Herry et al., 2024).

Insentif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor riil
merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang berimbang. Insentif ini dapat berupa
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku tertentu atau pengurangan tarif
pajak bagi sektor yang terdampak langsung oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kebijakan
ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang merupakan
tulang punggung ekonomi nasional. Dengan memberikan insentif pajak, pemerintah dapat
membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing mereka, yang pada
akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Pangaribowo et
al., 2022).

Kebijakan fiskal yang berimbang melalui subsidi langsung dan insentif pajak
memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Subsidi langsung membantu menjaga daya beli masyarakat, sementara insentif
pajak mendorong pertumbuhan UMKM dan sektor riil, yang merupakan pilar penting dalam
perekonomian nasional. Implementasi kebijakan ini secara efektif dapat mendukung pemulihan
ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Memastikan bahwa alokasi dana tambahan dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) digunakan secara optimal untuk program prioritas nasional seperti pengentasan
kemiskinan dan peningkatan layanan publik adalah langkah penting dalam pengelolaan
anggaran yang efisien. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik yang efektif
dapat dicapai melalui penerapan aturan fiskal yang kuat dan efisiensi pemerintahan yang baik
(Bergman et al., 2016). Selain itu, penggunaan model pengalokasian dana yang optimal dapat
membantu dalam menentukan struktur anggaran yang efektif, yang mempertimbangkan inflasi

dan upah riil, untuk mendukung prioritas nasional (Kuzmynchuk et al., 2022).
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Transparansi fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Dengan meningkatkan transparansi,
pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran publik. Transparansi
fiskal memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas pengeluaran
publik, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan alokasi sumber daya yang lebih
baik.

Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk memastikan
bahwa dana publik digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
menerapkan aturan fiskal yang kuat dan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana tambahan dari kenaikan
PPN digunakan untuk mendukung program prioritas nasional.

c. Penguatan Program Bantuan Sosial (Bansos)

Perluasan cakupan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) memerlukan
data penerima yang lebih akurat untuk menjangkau kelompok rentan secara efektif. Penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan teknik data mining dapat membantu memprediksi penerima
BLT dengan lebih tepat. Misalnya, studi di Desa Tumbang Langkai mengembangkan model
prediksi menggunakan algoritma seperti Naive Bayes, Decision Tree, dan Support Vector
Machines (SVM) untuk meningkatkan akurasi penentuan penerima BLT (Stepani & Lestari,
2023). Selain itu, sistem rekomendasi yang menggabungkan metode C4.5 dan decision tree
juga telah terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menentukan penerima BLT, yang
sangat penting dalam konteks digitalisasi saat ini (Bhactiar et al., 2023).

Efisiensi dalam distribusi bantuan sosial sangat penting untuk memastikan ketepatan
sasaran penerima manfaat. Penelitian di Sidodadi Village mengungkapkan bahwa meskipun
komunikasi antar pemangku kepentingan kuat, masih ada tantangan dalam keakuratan data
penerima yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan (Yanti & Sukmana,
2024). Untuk mengatasi masalah ini, sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP
dan K-Means telah dikembangkan untuk memastikan distribusi BLT tepat sasaran. Sistem ini
berhasil mengidentifikasi penerima yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah,
dengan tingkat akurasi mencapai 100% (Pamungkas et al., 2020).

Penguatan program bantuan sosial melalui perluasan cakupan dan efisiensi distribusi
memerlukan pendekatan berbasis data yang akurat dan sistematis. Penggunaan teknologi
seperti data mining dan sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi
dalam menentukan penerima bantuan, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan menjangkau

kelompok yang benar-benar membutuhkan.
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d. Edukasi dan Literasi Pajak

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan kenaikan pajak dapat dilakukan
melalui kampanye literasi pajak yang efektif. Literasi pajak mencakup berbagai domain
kompetensi yang penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan pajak. Domain ini
meliputi pengetahuan disipliner, keterampilan kognitif dan sosial, serta sikap dan nilai pribadi
dan sosial (De Clercqg, 2021). Dengan meningkatkan literasi pajak, masyarakat dapat lebih
memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan pajak, sehingga resistensi berbasis
kesalahpahaman dapat diminimalkan (De Clercq, 2021).

Pelaku usaha kecil dapat diberdayakan melalui pelatihan manajemen keuangan yang
komprehensif. Literasi keuangan yang baik memungkinkan pemilik usaha kecil untuk
memahami dan menggunakan berbagai keterampilan keuangan, termasuk perencanaan pajak
yang efektif (Urefe et al., 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak
dan manfaat pajak, usaha kecil dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan dan
meningkatkan peluang pertumbuhan (Urefe et al., 2024). Selain itu, solusi berbasis Al dapat
digunakan untuk menyederhanakan kepatuhan pajak dan meningkatkan literasi keuangan, yang
pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di komunitas yang kurang terlayani
(Opeyemi et al., 2024).

Kompleksitas sistem perpajakan sering kali menjadi hambatan bagi kepatuhan pajak.
Literasi keuangan yang rendah dapat menghalangi pemahaman dan pelaksanaan perhitungan
pajak yang benar, yang dapat berdampak negatif pada kepatuhan pajak (Bahramov, 2023). Oleh
karena itu, meningkatkan literasi keuangan dan pajak di masyarakat dapat membantu
mengurangi kompleksitas pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan pendapatan pajak (Bahramov, 2023).

Edukasi dan literasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman
masyarakat dan memberdayakan pelaku usaha kecil. Dengan meningkatkan literasi pajak,
masyarakat dapat lebih memahami tujuan kebijakan pajak, sementara pelaku usaha kecil dapat
lebih siap menghadapi perubahan kebijakan fiskal. Selain itu, mengatasi kompleksitas pajak
melalui literasi keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.

e. Pengembangan Ekonomi Digital dan Hijau

Investasi di sektor ekonomi hijau dapat didorong melalui insentif fiskal yang bertujuan
untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat berperan signifikan dalam

mempromosikan pengembangan ekonomi hijau. Misalnya, di China, pengembangan ekonomi
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digital telah terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap ekonomi hijau, dengan
perbedaan regional yang menunjukkan perkembangan lebih baik di wilayah selatan
dibandingkan utara (Zhang et al., 2023). Selain itu, inovasi teknologi dalam ekonomi digital
dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong pertumbuhan industri hijau, yang
sejalan dengan prinsip ekonomi hijau (Liu et al., 2024).

Ekonomi digital juga dapat dioptimalkan sebagai sumber baru penerimaan pajak
melalui regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa
ekonomi digital dapat mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan meningkatkan
efisiensi ekonomi dan mendorong inovasi teknologi hijau (Lin et al., 2023; Liao, 2023). Di
China, ekonomi digital telah terbukti meningkatkan efisiensi ekonomi hijau melalui
peningkatan modal manusia, peningkatan struktur industri, dan inovasi teknologi (Kong & Li,
2022). Selain itu, ekonomi digital dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi hijau melalui efek
limpahan spasial, yang berarti bahwa perkembangan ekonomi digital di satu wilayah dapat
mempengaruhi wilayah sekitarnya (Guo & Wang, 2024).

Pengembangan ekonomi digital dan hijau saling terkait dan dapat saling mendukung.
Investasi di sektor ekonomi hijau dengan insentif fiskal dapat menciptakan lapangan kerja baru
dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, optimalisasi potensi ekonomi digital
melalui regulasi yang adaptif dapat menjadi sumber baru penerimaan pajak dan mendorong
inovasi teknologi hijau. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat mempercepat transformasi
menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan efisien.

f.  Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memiliki dampak signifikan terhadap
inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Studi tentang kenaikan PPN di Lebanon
menunjukkan bahwa peningkatan PPN dari 10% menjadi 11% menyebabkan peningkatan
inflasi, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan penurunan daya beli konsumen (Khawaja &
Yassine, 2019). Di sisi lain, analisis di negara-negara Eropa Tengah dan Timur menunjukkan
bahwa kenaikan PPN dapat memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi,
meskipun efek ini bervariasi antar negara (Simionescu & Albu, 2016). Oleh karena itu, evaluasi
berkala sangat penting untuk memahami dampak spesifik dari kebijakan PPN di berbagai
konteks ekonomi.

Untuk menyesuaikan langkah mitigasi secara dinamis, kebijakan penyeimbang harus
disusun berdasarkan data empiris. Misalnya, penelitian di Jepang menunjukkan bahwa
kenaikan PPN dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga, di mana terjadi lonjakan

pembelian barang tahan lama sebelum kenaikan tarif, diikuti oleh penurunan tajam setelahnya
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(Cashin & Unayama, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perilaku konsumen
dalam merespons perubahan tarif pajak untuk menyusun kebijakan yang efektif. Selain itu,
model keseimbangan umum terkomputasi (CGE) yang digunakan di China menunjukkan
bahwa pengurangan PPN dapat mengurangi tekanan fiskal lokal, yang dapat menjadi
pertimbangan dalam menyusun kebijakan penyeimbang (Guo & Shi, 2020).

Monitoring dan evaluasi kebijakan kenaikan PPN memerlukan pendekatan yang
komprehensif, mengingat dampaknya yang bervariasi terhadap inflasi, daya beli, dan
pertumbuhan ekonomi. Evaluasi berkala dan penyusunan kebijakan penyeimbang berdasarkan
data empiris adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan PPN dapat
disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah.

Studi Perbandingan dengan Negara Lain

Studi perbandingan penerapan PPN di berbagai negara memberikan wawasan penting
tentang bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Di Uni Eropa, negara-
negara seperti Jerman dengan PPN 19% dan Swedia dengan PPN 25% berhasil menerapkan
tarif yang jauh lebih tinggi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini
dicapai melalui sistem kompensasi yang komprehensif, seperti pemberian potongan pajak
tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang diterapkan Jerman saat menaikkan PPN
pada tahun 2007 (Tempo.co., 2024).

Di kawasan ASEAN, Vietnam dan Filipina menawarkan pembelajaran berharga dalam
pengelolaan PPN. Filipina yang telah lama menerapkan PPN 12% membuktikan bahwa tarif
tersebut dapat diterapkan dengan sukses di negara berkembang[4]. Sementara itu, Vietnam
menunjukkan fleksibilitas kebijakan dengan menerapkan sistem tarif ganda 5% dan 10% sesuai
jenis barang atau jasa, serta memberikan penyesuaian tarif ketika diperlukan untuk
menstimulasi ekonomi. Vietnam bahkan mengambil langkah strategis dengan menurunkan
PPN menjadi 8% hingga Juni 2025 untuk mendorong konsumsi dan mendukung produksi di
tengah tantangan ekonomi (Kompas.id., 2024).

Meski demikian, perlu dicatat bahwa keberhasilan implementasi PPN di negara-negara
maju seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil dan
daya beli masyarakat yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPN perlu disesuaikan
dengan kondisi sosial-ekonomi masing-masing negara dan didukung oleh kebijakan

perlindungan sosial yang memadai.
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4. KESIMPULAN

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 memiliki potensi untuk
meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan mendukung pembangunan nasional.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan berupa penurunan daya beli masyarakat,
peningkatan inflasi, dan tekanan terhadap sektor UMKM. Untuk mengatasi dampak negatif
tersebut, diperlukan strategi mitigasi seperti pemberian insentif pajak bagi UMKM, subsidi
pada barang esensial, serta penguatan program bantuan sosial. Selain itu, transparansi dalam
pengelolaan anggaran dan edukasi pajak kepada masyarakat menjadi kunci untuk memastikan
keberhasilan implementasi kebijakan ini tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan

stabilitas ekonomi.
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